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Kepada Yth.

Ketua Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Demak

Di Tempat

A. Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang |Pemilihan Umum
sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum; '

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam
Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran
Administratif Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024,

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan
Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi
Data Pemilih.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan
dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil
Walikota.



B. Berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf d dan Pasal 219 ayat (1) Undang Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
Bawasiu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu I(abupaten/Kota, Panwasilu Kecamatan, dan
Panwaslu  Kelurahan/Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan
pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih
sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan,
penetapan dan pengumuman daftar pemilih, daftar pemi-ih tambahan, dan
rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU
KabupatenfKota, PPK, dan PPS.

Sebagai upaya melakukan pencegahan pelanggaran pemilu yang dalam hal ini
termasuk tahapan pemutakhiran daftar pemilih, Bawaslu Kabupaten Demak
menginsttruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Demak untuk
memastikan PKD yang dalam menjalankan tugas pengawasan pencocokan dan
penelitian daftar pemilih memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan PPS terkait jadwal pelantikan Pantarlih;

2. Melakukan pengawasan melekat pada pelantikan dan bimtek pantarlih;

3. Melakukan pencegahan dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Pantarlih melaksanakan tata cara dan prosedur pecocokan dan penelitian
daftar pemilih sesuai dengan PKPU nomor 7 tahun 2023 tentang perubahan
atas PKPU nomor 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam
penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih.

b. Menginformasikan bahwa PKD, Panwasiu Kecamatan sampai pada
Bawaslu Kabupaten akan melakukan sample untuk memastikan
kepatuhan tugas pantarlih.

c. Menginformasikan UU nomor 7 tahun 2017 menyatakan:

i. Pasal 510 : “setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang
lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00
(dua puluh empat juta rupiah)”

i. Pasal 511 : “setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman
kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya
pada saat pendaftaran Pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar
sebagai Pemilih dalam Pemilu menurut Undang-Undang ini dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling
banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”



ii. Pasal 512: “setiap anggota KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau
PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Bawaslu  Kabupaten/Kota, Panwaslu  Kecamatan, Panwasliu
Kelurahan/Desa, dan/atau Panwaslu LN dalam melakukan pemutakhiran
data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar| pemilih sementara,
perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasilperbaikan,
penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih
tambahan, daftar pemilih khusus, dan/atau rekapitulasi daftar pemilih
tetap yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (2), dipidana dengan
pidana penjara palinglama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak
Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”

iv. Pasal 544 : “setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan
melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam)) tahun dan denda paling banyak
Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”

d. Bahwa dalam menegakkan aturan terhadap pidana pemilu, Bawaslu
kabupaten Demak sudah membentuk Sentra Gakkumdu sejak tahun 2022,
dimana anggota nya terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan.

C. Demikian instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan
kerjasamanya diucapkan terima kasih.

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth : <
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;

2. Arsip




